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PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL 

(PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA 

KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA 

YOGYAKARTA) 

ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki hukum sebagai 

dasar warga negaranya. Namun ada perbedaan hukum dalam penetapan wali 

nikah anak hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten 

Purworejo dan  Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta. KUA 

Kabupaten Purworejo menetapkan wali hakim sebagai wali dari anak hasil 

kawin hamil sedangkan KUA Kota Yogyakarta menetapkan wali nasab. 

Kabupaten Purworejo dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan yang kental 

pesantren serta kepatuhan terhadap Kiai dan pejabat KUA membuat apa yang 

ditetapkan oleh KUA Kabupaten Purworejo diikuti dan ditaati. Sedangkan 

masyarakat Kota Yogyakarta sangat kental dengan pendidikan karena berada 

dalam lingkungan perkotaan dengan tingkat ekonomi tinggi. Sehingga apa yang 

ditetapkan KUA Kota Yogyakarta dapat diterima dengan realistis dan logis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar penetapan wali nikah anak 

hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. 

Untuk dapat diketahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya serta 

relevansinya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang 

bersifat deskriptif-analitis-komparatif yaitu menjelaskan, menganalisa, dan 

membandingkan ketetapan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota 

Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris atau sosiologi 

hukum untuk mengetahui bagaimana keberlakuan dan efektifitas hukum di 

masyarakat. 

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama dalam 

menetapkan hukum KUA Kabupaten Purworejo berlandasakan pada fikih 

munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-undang 

dan KHI. Kedua, perbedaan di antara keduanya adalah di KUA Kabupaten 

Purworejo merupakan daerah dengan masyarakat tradisionalis yang kental 

pesantren dengan pemahaman agama mengacu pada fikih. Dalam menetapkan 

hukum menggunakan hukum Islam yakni fikih munakahat dengan hasil wali 

hakim sebagai wali nikah dari anak hasil kawin hamil, sedangkan di KUA Kota 

Yogyakarta  yang merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan 

dan perekonomian bagus sehingga memiliki cara pandang yang moderat dan logis 

dalam berfikir, maka mudah menerima hukum negara/hukum positif yakni 

Undang-undang dan KHI yang menetapkan wali nasab dapat menjadi wali nikah 

bagi anak hasil kawin hamil. Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama 

instansi pemerintahan dan lembaga perkawinan, tugas dan fungsi lembaga 

perkawinan, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, agar diterima dengan baik 

dalam mengintegrasikan ketetapannya maka digunakan metode pendekatan dan 

penasehatan terhadap pihak yang bersangkutan, tetap teguh dengan ketetapan 

yang digunakan, dan sama-sama berlaku efektif di masyarakat.  
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Ketiga, relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil terhadap 

pembaharuan hukum perkawinan  di Indonesia, menurut KUA Kota Yogyakarta 

tidak diperlukan pembaharuan hukum karena hukum yang sudah ada yakni UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 telah 

dianggap cukup untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan di KUA 

Kabupaten Purworejo diperlukan adanya pembaharuan hukum karena hukum 

yang ada kurang jelas dan rinci. Belum ada aturan yang mengatur dengan jelas 

persoalan wali nikah anak hasil kawin hamil. Hal ini membuktikan masih 

adanya sifat keterbukaan bagi KUA untuk menetapkan wali sehingga 

berimplikasi pada keberagaman hukum yang diberlakukan.  

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Nasab, Fikih Munakahat, KHI. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transeletrasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusun tesis ini 

berpedoman pada surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 

0s936/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal  

No  Huruf Arab Nama  Huruf Latin  Keterangan   

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا 1

 bā‟ B Be ة 2

 tā‟ T Te ث 3

 Ṡā‟ ṡ ث 4

es (dengantitik 

diatas) 

 jim j Je ج 5

 hā‟ ḥ ح 6

ha (dengan titik 

dibawah) 

 khā‟ kh ka dan ha خ 7

 dāl d de د 8

 żāl ż ذ 9

zet (dengan titik 

diatas) 

 rā‟ r er ز 10

 zai z zet ش 11

 sin s es ض 12

 syin sy es dan ye ش 13

 Ṣād Ṣ ص 14

es (dengan titik 

dibawah) 

 Ḍad Ḍ ض 15

de (dengan titik 

dibawah) 

 tā‟ ṭ ط 16

te (dengan titik 

dibawah) 

 Ẓā‟ Ẓ ظ 17

zet (dengan titik 

dibawah) 

 ain „ koma terbalik diatas„ ع 18

 gain g ge غ 19
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 fā‟ f ef ف 20

 qāf q qi ق 21

 kāf k ka ك 22

 lām l el ل 23

 mim m em و 24

25 ٌ nūn n en 

 waw w we و 26

27 ِ hā‟ h ha 

 hamzah „ apostrof ء 28

 ya y ye ي 29

 

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 يتعقديٍ

 عرة

ditulis 

ditulis 

muta‟aqqidin 

„iddah 

 

3. Ta’marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 هبت

 جصيت

ditulis  

ditulis  

hibah 

jizyah 

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata- kata Arab yang 

sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti sahlat, zakat dan 

sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.) 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis h 

ونيباءلأ كس ايت  ditulis karāmah al-auliyā 
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c. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t 

 ditulis zakātul fiṭri شكبةانفطس

 

4. Vokal Pendek 

  َ  

  َ  

  َ  

faṭhah 

kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

i 

u 

 

5. Vokal Panjang 

1 

2 

3 

4 

fathah+alif 

fathah+ ya‟ mati 

kasrah+ ya‟ mati 

dammah + wawu mati 

يتههبج  

 يسعى

 كس يى

 فس و ض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis  

ā: jāhiliyah 

ā: yas‟ā 

 ī: karīm 

ū: furūd 

 

6. Vokal Rangkap 

1 

 

2 

Fathah + ya mati 

 بيُكى

Fathah wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis  

ai 

bainakum 

au 

qaulun 
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7. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 

Apostrof 

َتىأأ  

عرثأ  

 نئٍ شكس تى

ditulis 

ditulis 

 

ditulis  

a’antum 

u’iddat 

 

la’in syakartum 

 

8. Kata Sandang Alif+ Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qomariyyah 

 انقساٌ

 انقيبش

ditulis 

ditulis  

al- Qur’ān 

al-Qiyās 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya. 

 انسًبء

 انشًط

ditulis 

ditulis  

as-Samā 

asy-Syams 

 

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat 

 ذويبنفسوض

هم انسُتأ  

ditulis 

ditulis  

zawi al- furūd 

ahl as- sunnah 
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شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لانبي بعده، اللهم صل  الله وحده لا

 .وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Alhāmdulillāh, atas pertolongan Allah SWT dan bantuan serta motivasi dari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan 

seorang wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia, tentram, damai, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat 

penting, karena telah diatur dan diterangkan secara jelas perihal peraturan-

peraturan tentang perkawinan. Esensinya hukum perkawinan Islam tidak hanya 

mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan namun juga mengatur 

segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.
2
 

Berkaitan dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus 

memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria 

dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali 

mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.
3
  

Wali adalah orang yang diberi kekuasaan. Wali nikah berarti orang yang 

diberi kekuasaan untuk menikahkan seseorang. Wali dalam perkawinan 

merupakan rukun yang harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali 

                                                           
1
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9. 

 
2
 Ibid., hlm. 3. 

 
3
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 

31. 
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perkawinan dianggap tidak sah. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi 

Saw: 

 بما فالمهرلها بها دخل فإن -مرات ثلاث -باطل فىكاحها وليهّا إذن بغير وكحت امرأة ايمّا

له ولي لا مه ولي فالسلطان اشتجروا فإن مىها اصاب
 4

  

Orang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang hendak menikah 

adalah kerabat terdekatnya jika perempuan tidak memiliki wali maka pemimpin 

yang berhak menikahkannya. Di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting, 

karena Indonesia menganut pendapat mazhab Syafi‟i yang menyatakan bahwa 

tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.
5
 Dalam perundang-

undangan Perkawinan Indonesia wali nikah menjadi salah satu rukun nikah 

tanpa wali perkawinan tidak sah.
6
 Ada tiga macam wali nikah dalam 

perkawinan,
7
 diantaranya wali nasab

8
, wali hakim

9
, dan wali muhakam

10
. 

                                                           
4
 Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash‟ath as Sajastany, Sunan Abi Dawud (Al-Ardan: Dar 

Al A‟lam, 2003), hlm. 335. 

 
5
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan… hlm. 41-

43. 
6
 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, Lihat 

juga Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2013), hlm 105. 

 
7
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan…., hlm. 46-

49. Lihat juga A. Zuhdi Muhdor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk) 

(Bandung: Mizan, 1995), hlm. 61-63.  

 
8
 Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita yang 

mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai wanita. Yang termasuk wali 

nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. 

  
9
 Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. Yang 

termasuk wali hakim di Indonesia ialah pegawai pencatat nikah (Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan) yang telah diberi kuasa oleh Menteri Agama karena telah diberikan mandat oleh 

kepala negara yakni Presiden. 

 
10

 Wali muhakam ialah wali yang ditunjuk oleh mempelai wanita apabila wali nasab 

dan wali hakim tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau 

karena menolak menjadi wali. Wali yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan keagamaan yang 

baik serta tidak memiliki hubungan saudara dan bukan penguasa (sultan). 
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Salah satu persoalan perkawinan yang berkaitan dengan wali nikah di 

masyarakat adalah wali nikah anak hasil kawin hamil. Kawin hamil berarti 

perkawinan wanita dalam keadaan hamil. Dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis „KHI‟) ditegaskan 

bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya (Pasal 53 ayat 1) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut 

pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran 

anaknya (ayat 2).
11

 Fakta di masyarakat praktek kawin hamil sering terjadi. 

Kemudian yang menjadi problematika adalah jika anak yang dilahirkan dari 

perkawinan wanita hamil ini perempuan, ketika tumbuh dewasa dan hendak 

menikah jelas akan membutuhkan wali nikah. Lalu siapakah yang berhak 

menikahkannya, wali nasabkah atau wali hakim. 

Menurut pendapat mazhab Syafi‟i anak yang lahir dari perzinaan (hamil 

di luar nikah) hanya mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya. Oleh 

karena itu, jika anak yang dilahirkan perempuan maka ia tidak memiliki wali 

nasab yang berhak menikahkannya. Menurut Zuhdi Muhdor, pendapat ini 

dianut dan berlaku di Indonesia termasuk kalangan petugas pencatat nikah.
12

 

Kemudian apakah semua pegawai pencatat nikah beranggapan demikian, 

meskipun anak hasil perzinahan ini lahir dalam perkawinan yang sah, karena si 

Ibu melakukan perkawinan dalam keadaan hamil (kawin hamil). Dalam Pasal 

                                                                                                                                                           
 
11

 A. Zuhdi Muhdor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk)…, 

hlm. 59. 

 
12

 Ibid., hlm. 60. 
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42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
13

 Ataukah dilihat dari berapa 

bulan usia kelahiran dihitung sejak kedua orang tuanya melakukan akad nikah 

secara sah menurut pegawai pencatat nikah. 

Berbicara tentang masalah nasab tidak terlepas dari cara 

menetapkannya, hal ini erat kaitannya dengan masa kehamilan. Para fuqaha 

sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Sesuai dalam 

al-Qur‟an Surat Al-Ahqấf ayat (46) ayat 15: 

 شهرا ثلاثون فصاله و وحمله
14  

Dan Surat Al-Luqmấn (31) ayat 14: 

 مين عا في وفصاله
15  

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik pemahaman bahwa batas minimal 

waktu yang dibutuhkan ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. 

Tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih, sedangkan ayat di atas 

menerangkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyapih dua tahun itu 

berarti dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat 

                                                           
13

 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan Intruksi Presiden No. 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

 
14

 Q.S. Al-Ahqaf (46):15. 

 
15

 Q.S. Al-Luqmaan (31):14. 
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bulan menjadi enam bulan. Enam bulan menjadi ukuran batas minimal usia 

kehamilan menurut para fuqoha.
16

 

Jika dilihat dari segi batas minimal usia kehamilan, apabila bayi 

perempuan yang dilahirkan dari wanita kawin hamil lahir pada usia misalnya, 

kurang dari enam bulan atau enam bulan lebih empat hari setelah akad nikah 

apakah bisa dinasabkan kepada ayahnya ataukah hanya pada ibunya saja. 

Kemudian wali yang berhak menikahkan anak perempuan tersebut apakah wali 

nasab, wali hakim, atau wali muhakam. 

Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (selanjutnya ditulis „KUA‟) 

sebagai pegawai pencatat nikah berwenang menentukan siapa yang berhak 

menjadi wali nikah anak hasil kawin hamil. Berdasarkan tugas, fungsi dan 

kewenangan KUA bahwa setiap orang yang hendak melakukan perkawinan 

wajib mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya di pegawai pencatat 

nikah. KUA berwenang meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah 

terpenuhi dan tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Serta meneliti 

akta kelahiran calon mempelai, nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal 

orangtua calon mempelai.
17

 Hal ini bertujuan untuk memperjelas status calon 

mempelai terutama dalam menentukan wali nikah.  

Persoalan yang terjadi di masyarakat banyak kasus wanita kawin hamil 

kemudian melahirkan anak perempuan, ketika anak perempuan hendak menikah 

                                                           
16

 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 

hlm. 34. Lihat juga Yahya bin Abdurrahman Al-Khatib, Ahkaam al-Mar’ah al Haamil, terj. 

Abu Firly Bassam Taqiy, Fikih Wanita Hamil (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009), hlm. 33-34. 

 
17

 Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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pegawai pencatat nikah menetapkan wali nikah. Ada yang ditetapkan wali 

nasab adapula wali hakim. Seperti yang terjadi di KUA Kota Yogyakarta 

misalnya anak perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad 

nikah dinasabkan dan diwalikan kepada wali nasab yakni ayah biologisnya. Hal 

ini didasarkan pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

42 dan KHI Pasal 99 dan 53. Sedangkan di KUA Kabupaten Purworejo, jika 

anak perempuan dilahirkan sebelum enam bulan diwalikan kepada wali hakim. 

Hal ini didasarkan pada fikih munakahat yang dijelaskan dalam mazhab-

mazhab fikih.
18

 Setiap KUA memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam 

menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil, seperti yang terjadi di 

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Purworejo.  

Berkaitan dengan hal di atas, yang menjadi kegelisahan penyusun adalah 

persoalan ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam perundang-

undangan negara, yakni dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan perbedaan 

dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil. Kemudian, 

KUA dalam menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil apakah 

berpedoman pada perundang-undangan negara ataukah pada mazhab fiqih. 

Serta bagaimana pola pemahaman pejabat publik yakni Kepala KUA dan 

pegawai KUA beserta masyarakat baik di Kota Yogyakarta maupun di 

                                                           
18

 Pra Research wawancara Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta 

pada tanggal 3 Januari 2017, wawancara Kepala KUA Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, 

Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kepala KUA Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Desember 2016. 
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Kabupaten Purworejo terhadap keputusan yang diambil oleh masing-masing 

KUA. Untuk itu dalam penelitian ini, penyusun akan mengkaji tentang 

penetapan  wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil perbandingan KUA 

Kota Yogyakarta dan KUA Kabupaten Purworejo. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, 

yaitu : 

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pola penetapan wali nikah anak hasil 

kawin hamil oleh Kepala KUA Kabupaten Purworejo dan Kepala KUA 

Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan  KUA Kabupaten Purworejo dan 

KUA Kota Yogyakarta dalam menetapkan wali nikah anak hasil kawin 

hamil? 

3. Bagaimana relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil bagi 

pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menjelaskan penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA 

Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. 

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan KUA Kabupaten Purworejo dan 

KUA Kota Yogyakarta dalam menetapkan wali nikah anak hasil kawin 

hamil. 



8 

 

3. Mengetahui relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA 

Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dengan pembaharuan 

hukum keluarga di Indonesia. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai khasanah keilmuan bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam 

bidang hukum keluarga Islam. 

2. Sebagai  kajian mengenai penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di 

KUA agar kalangan akademisi maupun masyarakat mengerti tentang tujuan 

dari keputusan yang diberikan oleh KUA. 

3. Sebagai salah satu sumbangan dalam memperkaya pemahaman kepada 

masyarakat umum dan khususnya di kalangan mahasiawa, serta untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah penetapan wali 

nikah anak hasil kawin hamil. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian tentang wali nikah anak hasil kawin hamil di Indonesia masih 

diperlukan adanya penelitian. Penulis masih menganggap problematis terhadap 

perundang-undangan perkawinan Indonesia dengan kontekstualisasi di 

masyarakat. Penelitian terdahulu sangat penting untuk dijadikan acuan 

akademik dalam penelitian ini, seperti dalam beberapa karya ilmiah 

diantaranya: 

Tesis berjudul “Reformasi Hukum Islam dan Otoritas Fikih: Praktek 

Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA 
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Kabupaten Kediri”
19

 yang ditulis oleh Sheila Fakhria. Tesis ini membahas 

tentang praktek kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil 

dengan melihat faktor-faktor sosiologis di KUA Kabupaten Kediri. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai metode penelitiannya 

kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman 

yang membahas tentang substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. 

Faktor sosiologis yang melatarbelakangi pemahaman KUA Kediri adalah 

adanya kecenderungan KUA untuk tetap mempertahankan fikih dalam 

menentukan wali nikah. 

Imam Mahfud Fauji dalam Skripsinya yang berjudul “Wali Nikah Anak 

Hasil Kawin Hamil (Implementasi Bab IV Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam 

Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo)”
20

 menjelaskan adanya 

kekaburan hukum terhadap Pasal 53 KHI karena tidak adanya aturan yang 

secara jelas terkait wali nikah anak hasil kawin hamil. Penelitian ini tidak 

menyebutkan jenis metode penelitian atau teori yang digunakan. Pada intinya 

menerangkan tentang implikasi dan respon masyarakat terhadap Pasal 53 KHI. 

Kekaburan hukum yang terjadi yakni KUA membolehkan ayah sebagai wali 

nasab namun di sisi lain juga harus menggunakan wali hakim karena anak 

tersebut dianggap anak zina.  

                                                           
19

 Sheila Fakhria, “Reformasi Hukum Islam dan Otoritas Fikih: Praktek Kawin Hamil 

dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Kediri”, Tesis, 

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan. 

 
20

 Imam Mahfud Fauji, “Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Implementasi Bab IV 

Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, 

Jurusan Syari‟ah STAIN Ponorogo, 2009, tidak diterbitkan. 
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Jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda berjudul “Kawin Hamil dalam 

Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)”
21

. Dalam jurnal ini 

dijelaskan bahwa landasan hukum ketetapan Pasal 53 KHI tentang kawin hamil 

mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis serta 

kemaslahatan bagi wanita hamil dan anak yang dikandungannya untuk tetap 

melangsungkan perkawinan demi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-filosofis dengan 

maqashid syariah sebagai teori untuk menganalisannya. 

Afif Muamar dalam Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan 

Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”.
22

 Penelitian ini 

menjelaskan bahwa penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak 

perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang 

dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya dengan menggunakan wali 

hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif 

yakni menganalisa dengan al-Qur‟an dan Hadis. 

Tesis dengan judul “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah 

Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri 

                                                           
21

 Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid 

Syariah)”, Jurnal, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. 

 
22

 Afif Muamar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak 

Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA 

Kotagede)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak 

diterbitkan. 
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Kabupaten Wonogiri”
23

 ditulis oleh Haima Najachatul Mukarromah. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa praktek perwalian anak luar nikah di KUA Selogiri 

dianalisis berdasarkan pada al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟ serta adanya pengakuan 

dari ibu dengan metode pendekatan yuridis-normatif. 

Berdasarkan kajian di atas penyusun belum menemukan kajian yang 

secara khusus memfokuskan pembahasan pada perbandingan pola penetapan 

wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA yang berpedoman pada KHI dan 

fikih munakahat yang mengakibatkan adanya perbedaan ketetapan wali, jika 

berpedoman pada KHI maka ditetapkan wali nasab dan jika berpedoman pada 

fikih munakahat maka ditetapkan wali hakim. Untuk itu dalam penelitian ini 

akan membahas tentang pola penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil 

perbandingan KUA Kabupaten Purworejo yang berpedoman pada fikih 

munakahat dengan KUA Kota Yogyakarta yang berpedoman pada KHI. Untuk 

mengetahui hal apa yang melatarbelakangi pola penetapan dan pola pemahaman 

dari masing-masing KUA serta persamaan dan perbedaan diantara keduanya 

sehingga dapat ditarik suatu relevansi demi terciptanya kepastian hukum. 

E. Kerangka Teoretik 

Secara hukum, persoalan tentang kawin hamil telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 53 yang menjelaskan bahwa seorang 

wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya 

dan dapat melaksanakan akad perkawinan tanpa menunggu terlebih dahulu 

                                                           
23

 Haima Najachatul Mukarromah, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah 

Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten 

Wonogiri”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, tidak 

diterbitkan. 
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kelahiran anaknya. Kemudian, tidak perlu  melakukan perkawinan ulang setelah 

anak yang dikandungnya lahir.
24

8 

Serta perihal kedudukan anak telah dijelaskan dalam Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42  bahwa yang dimaksud dengan 

anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah.
25

 Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa anak sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan 

merupakan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 

oleh istri tersebut.
26

 

Secara umum, persoalan wali nikah telah diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang dijelaskan pada beberapa pasal diantaranya; wali nikah 

merupakan rukun yang harus dipenuhi. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
27

 

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa baik 

dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI tidak ada aturan yang secara 

jelas mengatur tentang wali nikah anak hasil kawin hamil. Sedangkan realita di 

masyarakat fenomena ini sering terjadi. Sehingga KUA sebagai lembaga yang 

berwenang mengurus administrasi dan meneliti syarat-syarat perkawinan, dalam 

menentukan wali nikah anak hasil kawin hamil penghulu dan kepala KUA 

                                                           
24

 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 

(1), (2), dan (3). 

 
25

 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42. 

 
26

 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 point 

(a) dan (b). 
 
27

 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). 
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sebagai pejabat publik berijtihad sesuai dengan pemahamannya. Dalam hal ini, 

pejabat publik (penghulu dan kepala KUA) berbeda-beda dalam menafsirkan 

aturan yang ada dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga 

menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap KHI memiliki pola 

pemahaman bahwa sebagai pejabat publik harus menggunakan hukum positif 

sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan. Sedangkan pihak yang 

kontra memiliki pola pemahaman bahwa KHI bersifat inkonsisten dan tidak 

memiliki penghormatan terhadap lembaga perkawinan sehingga pejabat publik 

memilih untuk menggunakan fikih munakahat sebagai landasan hukum dalam 

mengambil ketetapan.
28

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dinyatakan bahwa penetapan wali 

nikah anak hasil kawin hamil dipengaruhi oleh pola relasi antara lembaga 

perkawinan (KUA) dengan fikih munakahat serta pola relasi antara lembaga 

perkawinan dengan KHI. Relasi antara lembaga perkawinan dan fikih 

munakahat akan menghasilkan ketetapan yang cenderung konservatif. 

Sedangkan relasi antara lembaga perkawinan dan KHI akan menghasilkan 

ketetaapan yang lebih moderat. 

Menurut Talcott Parsons, secara sosiologis pola dilihat dalam konteks 

skema tindakan umum merupakan pola antar-hubungan timbal balik, yaitu tidak 

hanya suatu daftar saja namun memiliki antar-hubungan sistematik yang 

penting. Terdapat semacam simetri (seimbang) dalam skema tersebut. Skema 

                                                           
28

 Pra Research wawancara Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta 

pada tanggal 3 Januari 2017, wawancara Kepala KUA Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, 

Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kepala KUA Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Desember 2016. 
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tersebut memiliki dua aspek yang berlawanan. Yang merupakan 

polaritas/polarisasi misalnya antara hukum fikih munakahat dan hukum KHI. 

Dalam polarisasi keduanya memiliki relevansi antara satu aspek dengan aspek 

lain.
29

 

Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem atau cara 

kerja (pemerintahan).
30

 Sedangkan dalam Kamus Sosiologi pola adalah suatu 

bentuk dari interaksi sosial pada masyarakat tertentu.
31

 Menurut Spradley dan 

McCurdy relasi yaitu hubungan. Hubungan yang terjalin dan berlangsung dalam 

waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut 

sebagai pola relasi (polarisasi).
32

 Relasi erat kaitannya dengan sosial 

masyarakat. Relasi sosial adalah hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi 

(rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih, atau 

berarti juga hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain 

atau masyarakat dan saling mempengaruhi. Misalnya pada masyarakat sekitar 

lembaga perkawinan seperti masyarakat sekitar KUA (yang berarti masyarakat 

                                                           
 

29
 Peter Hamilton, Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar, terj. Hartono 

Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 147-148. 
 

30
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 884. 

 
31

 Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus Sosiologi (Surakarta: Aksarra 

Sinergi Media, 2012), hlm. 202. 

 
32

 Astuti, S, “Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian” Skripsi, 

Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 1. 
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se-Kecamatan), terjalin relasi sosial antara lembaga perkawinan dengan 

masyarakat sekitar.
33

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia polarisasi adalah 

proses, perbuatan, dan pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang 

berkepentingan ) yang berlawanan.
34

 Jadi polarisasi dalam pembahasan ini 

adalah suatu bentuk atau pola dari sistem hukum di Indonesia yang memiliki 

dua bagian kelompok yang bertentangan atau berbeda dalam memahami suatu 

hukum (misalnya di KUA Kabupaten Purworejo vs KUA Kota Yogyakarta 

dalam penerapan hukum wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil). 

Pada hakikatnya hukum memiliki tugas untuk mengintegrasikan sistem 

hukum guna mempertahankan otoritas dan otonomi dari sistem hukum dalam 

memenuhi fungsi-fungsinya.
35

 Talcott Parsons menciptakan sebuah teori 

fungsionalisme struktural yang terkenal dengan skema AGIL. Skema AGIL 

merupakan empat imperatif fungsional untuk semua sistem tindakan yang harus 

dipenuhi dalam kelangsungan hidup. Keempat fungsi
36

 tersebut yakni: 

(A) Adaptation/Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang 

datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan 

                                                           
33

 Karya Tulis Ilmiah, Relasi Sosial, dipublikasikan pada 28 Agustus 2015. 

 
34

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, 

hlm. 885. Lihat juga Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1994), hlm. 1076. Heppy el Rais, Kamus Ilmiah Popular (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hlm.  498. 

 
35

 Roger Cotterrell, Sosiologi Hukum, terj. Narulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 

2012), hlm. 121. 

 
36

 Fungsi adalah suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan 

suatu kebutuhan sistem. 
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lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini KUA beradaptasi 

menyesuaikan keadaan masyarakat setempat. 

(G) Goal attainment/Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan-tujuan utamanya. Sebagai instansi dan lembaga keagamaan KUA 

tentunya memiliki tujuan atau orientasi yang hendak dicapai. 

(I) Integration/Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang 

menjadi komponennya.juga mengatur hubungan antar ketiga fungsi AGL tersebut. 

Dalam hal ini hukum dapat mengoordinasi masyarakat untuk patuh terhadap 

peraturan yang ada. 

(L) Latensi/Pemeliharaan pola, sistem harus melengkapi, memelihara, dan 

memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan 

mempertahankan motivasi tersebut.
37

 

 Agar hukum dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik maka hukum 

tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Dalam teori efektifitas hukum 

terdapat dua syarat agar kaidah hukum dapat efektif, yaitu: pertama, kaidah 

hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kedua, kaidah hukum tersebut harus 

dapat diterima oleh masyarakat.
38

 

F. Metode Penelitian 

Dalam suatu penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak 

diperlukan karena untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang 

                                                           
37

 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori sosiologi dari teori sosiologi klasik 

sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern, terj. Nurhadi, (Yogyakarta, Kreasi 

Wacana, 2013), hlm. 257. 

 
38

 Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory) (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm. 116-117. 

 



17 

 

efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut 

pemaparannya : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan 

praktik dengan menggunakan data primer.
39

 Dalam memperoleh data 

primer penyusun datang langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan guna memperoleh data melalui observasi dan wawancara 

kepada KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif yaitu 

mendeskripsikan secara jelas faktor yang melatarbelakangi pola penetapan 

wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo 

dan KUA Kota Yogyakarta. Kemudian menganalisa data yang didapat 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya kemudian 

dikomparasikan sehingga dapat ditarik suatu relevansi. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum yuridis (undang-

undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam suatu masyarakat. Pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) 

senantiasa menguji dengan data empiris. Pendekatan ini merupakan suatu 

                                                           
39

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. 
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ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat 

diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang 

tampak aspek hukumnya.
40

 

4. Sumber Data 

Penentuan sumber data didasarkan atas data yang telah ditentukan. 

Pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 

pegawai dan kepala KUA di Kabupaten Purworejo dan KUA Kota 

Yogyakarta. Untuk mendukung penelitian ini wawancara juga dilakukan 

kepada tokoh masyarakat setempat baik di Purworejo maupun Kota 

Yogyakarta. Tokoh masyarakat yang mewakili yakni dari organisasi 

masyarakat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Wawancara ini terkait 

pola penetapan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta 

dalam menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil. Serta hasil 

observasi pada bagian administrasi pendaftaran perkawinan terkait proses 

penetapan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten 

Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Observasi dan wawancara ini 

difokuskan pada pola pemahaman dalam penetapan  wali nikah anak hasil 

kawin hamil yang terjadi di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota 

Yogyakarta. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang 

berfungsi sebagai data pendukung seperti akta kelahiran dan akta nikah 

orang tua, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

                                                           
40

 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.  
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5. Pengumpulan Data 

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan 

sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan 

dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun  kumulatif 

yang saling melengkapi.
41

 Metode pengumpulan data penelitian ini lebih 

bersifat alternatif dengan menggunakan metode pengambilan sampel 

dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Di Kabupaten Purworejo terdapat 16 Kecamatan, 

setiap kecamatan memiliki KUA. Itu berarti terdapat 16 KUA di Kabupaten 

Purworejo yang dapat menentukan kebijakan terkait penetapan hak 

perwalian terhadap anak kawin hamil. Kemudian penyusun memilih tiga 

sampel KUA yang ada di Kabupaten Purworejo, diantaranya KUA 

Kecamatan Kutoarjo, KUA Kecamatan Kaligesing, dan KUA Kecamatan 

Bayan. Sedangkan di KUA Kota Yogyakarta penyusun juga memilih tiga 

KUA yang dijadikan sampel yakni KUA Kecamatan Kotagede, KUA 

Kecamatan Umbulharjo, dan KUA Kecamatan Gondokusuman. 

Sedangkan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 

dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan kepada pegawai, penghulu, dan Kepala KUA di Kecamatan yang 

diteliti. Serta dengan mengobservasi atau mengamati proses penetapan wali 

nikah terhadap anak hasil kawin hamil di tiap KUA yang diteliti. Untuk 

mendukung penelitian dokumentasi juga dibutuhkan. Metode dokumentasi 

                                                           
41

Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi 

Bidang Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.  
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adalah suatu metode untuk mencari data dengan mengamati hal-hal yang 

berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, jurnal, majalah dan lain-

lain.
42

 Dalam hal ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen nikah seperti 

akta nikah dan catatan-catatan yang ada di KUA serta akta kelahiran sangat 

dibutuhkan untuk melihat latar belakang calon mempelai khusunya bagi 

anak hasil kawin hamil terkait penentuan hak perwaliannya 

6. Analisis Data 

Analisa data ini merupakan penguraian data melalui tahapan 

kategorisasi, klasifikasi, dan pencarian hubungan data secara spesifik. Data 

dianalisa melalui beberapa tahapan, pertama-tama melakukan seleksi data 

yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori 

tertentu. Data yang diperoleh lalu diperiksa kelengkapannya. Dari hasil 

wawancara akan diperoleh jawaban yang kemudian siap untuk diolah. 

Kedua, mengumpulkan data dari beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan. Ketiga menyusun dengan menyajikan data dari fakta yang 

diperoleh dari lapangan dikaitkan dengan teori-teori dan undang-undang. 

Keempat, melakukan analisa berdasarkan data yang sudah disajikan, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

 

  

                                                           
42

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993), hlm. 193. 

 



21 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya 

harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Maka disusun sistematika tesis ini 

dalam lima bab: 

 Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menerangkan tentang latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum 

dari pembahasan tesis ini untuk ke depannya.  

Bab Kedua, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang wali 

nikah terhadap anak hasil kawin hamil, dengan memaparkan pengertian wali 

nikah dan kawin hamil menurut fikih, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Kemudian memaparkan macam-macam wali nikah, status hukum 

anak hasil kawin hamil, serta hukum wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. 

Bab Ketiga, berisi tentang penetapan wali nikah terhadap anak hasil 

kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta, dengan 

memberikan gambaran umum wilayah Kabupaten Purworejo dan Kota 

Yogyakarta mengenai kondisi geografis dan keagamaan Kabupaten Purworejo 

dan Kota Yogyakarta. Serta mendeskripsikan KUA wilayah Kabupaten 

Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Kemudian melihat pola penetapan wali 

nikah terhadap anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan Kota 

Yogyakarta. 
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Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis perbandingan di KUA 

Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dalam menetapkan wali 

nikah bagi anak hasil kawin hamil untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

di antara keduanya. Kemudian menganalisa dengan mengkomparasikan 

keduanya untuk ditarik suatu relevansi yang produktif di masyarakat. 

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang 

telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-

kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pertama dalam 

menetapkan hukumnya baik di KUA Kabupaten Purworejo maupun KUA Kota 

Yogyakarta dapat terintegrasikan dengan baik meskipun keduanya memiliki 

landasan hukum yang berbeda. KUA Kabupaten Purworejo berlandasakan pada 

fikih munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-

undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 tentang anak sah dan KHI 

Pasal 99 tentang anak sah serta Pasal 53 tentang kawin hamil. Keduanya memiliki 

pendekatan tersendiri dalam memahamkan peraturan kepada masyarakat dan 

terbukti dapat terlaksana dengan baik.  

Kedua, perbedaan di antara keduanya adalah di KUA Kabupaten 

Purworejo merupakan daerah pedesaan dengan masyarakat tradisional yang kental 

pesantren dengan pemahaman yang mengacu pada fikih. Dalam menetapkan 

hukum menggunakan hukum Islam yakni fikih munakahat dengan hasil wali 

hakim sebagai wali nikah dari anak hasil kawin hamil, sedangkan di KUA Kota 

Yogyakarta  yang merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan 

dan perekonomian bagus sehingga memiliki cara pandang yang moderat dan logis 

dalam berfikir. Untuk itu masyarakat kota cenderung lebih mudah menerima 

hukum negara/hukum positif yang menetapkan wali nasab dapat menjadi wali 

nikah bagi anak hasil kawin hamil. Persamaan diantara KUA Kabupaten 
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Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta adalah sama-sama instansi pemerintahan 

dan lembaga perkawinan, tugas dan fungsi lembaga perkawinan, bertujuan untuk 

kemaslahatan masyarakat, agar diterima dengan baik dalam mengintegrasikan 

ketetapannya maka digunakan metode pendekatan dan penasehatan terhadap 

pihak yang bersangkutan, tetap teguh dengan ketetapan yang digunakan, dan 

sama-sama berlaku efektif di masyarakat.  

Ketiga, relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil terhadap 

pembaharuan hukum perkawinan  di Indonesia, menurut KUA Kota Yogyakarta 

tidak diperlukan pembaharuan hukum karena hukum yang sudah ada yakni UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 telah 

dianggap cukup untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan di KUA Kabupaten 

Purworejo diperlukan adanya pembaharuan hukum karena hukum yang ada 

kurang jelas dan rinci. Belum ada aturan yang mengatur dengan jelas persoalan 

wali nikah anak hasil kawin hamil. Hal ini membuktikan masih adanya sifat 

keterbukaan bagi KUA untuk menetapkan wali sehingga berimplikasi pada 

keberagaman hukum yang diberlakukan. 

B. Saran 

Untuk pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan 

keberagaman hukum ini yakni Kementrian Agama serta pejabat terkait, agar 

menyatukan, memperbaharui atau mengkontruksi hukum sesuai dengan konteks 

ke-Indonesiaan. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti pejabat 

KUA, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, cendikiawan, Dewan 
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Perwakilan Rakyat, dan lain-lain. Demi kemaslahatan rakyat Indonesia dan demi 

terciptanya kepastian hukum. Agar tidak ada lagi kekosongan hukum maupun 

keberagaman hukum dalam suatu instansi di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  



91 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdurrahman Al-Khatib, Yahya bin, Ahkaam al-Mar’ah al Haamil, alih bahasa 

Abu Firly Bassam Taqiy, Fikih Wanita Hamil, Yogyakarta: Hikam 

Pustaka, 2009. 

Abi Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Al Hakim Al Naysaburi, Imam, al  

Mustadrak ala al Sahihayn, Beirut: Dar al Ma’rifah, 2006. 

Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993. 

Asmawi, Mohammad , Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan,  

Yogyakarta: Darussalam, 2004. 

Astuti, S, “Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian” 

Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012. 

Az Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,  

Jakarta: Gema Insani, 2011. 

________, Wahbah, Fiqih Imam Syafi’i 2, terj. Muhammad Afifi dan Abdul  

Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010. 

Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999. 

Cotterrell, Roger, Sosiologi Hukum, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa  

Media, 2012. 

Craib, Ian Teori-teori Sosial Modern, terj. Paul S. Baut dan Effendi, Jakarta: PT  

Raja Grafindo Persada, 1994. 



92 
 

Dawud Sulaiman Ibn al-Ash’ath as Sajastany, Abu, Sunan Abi Dawud, Al-

Ardan: Dar Al A’lam, 2003. 

El Rais, Heppy, Kamus Ilmiah Popular, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. 

Fakhria, Sheila, “Reformasi Hukum Islam dan Otoritas Fikih: Praktek Kawin 

Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA 

Kabupaten Kediri”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan. 

Fuady, Munir, Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory), Jakarta:  

Kencana, 2013. 

Ghofur Anshori, Abdul, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum  

Positif, Yogyakarta: UII Press, 2011. 

Hamid, Zahri, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang  

Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Binacipta, 1978. 

Hamilton, Peter, Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar, terj.  

Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990. 

Hasan Bisri, Cik, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan 

Skripsi Bidang Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. 

hlm. 92.  

Huda, Nurul, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan 

Maqashid Syariah)”, Jurnal, Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2009. 

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 



93 
 

Irfan, M. Nurul, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 

2012. 

Jawad Mughniyah, Muhammad, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: Basrie Press,  

1994. 

Karya Tulis Ilmiah, Relasi Sosial, dipublikasikan pada 28 Agustus 2015. 

M. Poloma, Margaret, Sosiologi Kontemporer, terj. Tim penerjemah Yasogama,  

Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

Mahfud Fauji, Imam, “Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Implementasi 

Bab IV Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam di 

Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo, 

2009, tidak diterbitkan. 

Muamar, Afif , “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi 

Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi 

di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan. 

Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan  

Bintang, 1993. 

Muhammad Zain, Sutan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka  

Sinar Harapan, 1994. 

Muhdor, A. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk), 

Bandung: Mizan, 1995.  

Mujieb dkk, M. Abdul, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. 

Muzarie, Mukhlisin, Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Cirebon: STAIC  



94 
 

Press, 2010. 

Najachatul Mukarromah, Haima, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar 

Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA 

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, Tesis, Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan. 

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: 

ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013. 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa  

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi  

Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, terj.  

Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013. 

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986. 

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

(Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta: 

Liberty, 2007. 

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh  

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,  Jakarta: Kencana, 2014. 

T. Yanggo, Chuzaimah, dan Hafiz Anshary,  Problematika Hukum Islam  



95 
 

Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996. 

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,  

Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

Tohan, Mahmud, Mustolah Hadis, Jeddah: Kharomain: 1685. 

Tri Haryanta, Agung dan Eko Sujatmiko, Kamus Sosiologi, Surakarta: Aksarra  

Sinergi Media, 2012. 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 



DAFTAR TERJEMAHAN 

 

 

No. Bab Hlm Terjemahan 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

I 

 

II 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

35 

Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, 

maka nikahnya batal-tiga kali-jika perempuan sudah 

didukhul/disetubuhi oleh suaminya, maka dia berhak 

menerima mahar atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya 

kepada dirinya. Apabila mereka berselisih/bertengkar, maka 

pemerintah berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak 

memiliki wali.  

Surat Al-Ahqấf ayat (46) ayat 15 

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 

bulan. 

Surat Al-Luqmấn (31) ayat 14 

Dan menyapihnya dalam dua tahun 

Surat An-Nuur: 3 

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-

laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 

itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. 
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Purworejo. Pengasuh PP Hidayatul 
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Pihak Yang Bersangkutan   : Warga Kecamatan Kaligesing 































































RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Pribadi 

1. Nama   : Khatimatus Sa’adah 

2. Tempat Tanggal Lahir: Purworejo, 9 Juli 1993 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Alamat Rumah : Purwosari Talun 02/01, Kutoarjo, Purworejo,  

  Jawa Tengah 

5. Alamat Yogya   : Jln. Raden Ronggo KG II/981 Prenggan Kotagede 

     Yogyakarta 

6. Nama Orangtua 

a. Nama Ayah  : H. Bunhadi 

b. Nama Ibu  : Hj. Nariyah 

7. Pekerjaan Orangtua 

a. Pekerjaan Ayah : Petani 

b. Pekerjaan Ibu : Guru 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 1. Pendidikan formal :  

a. MI Imam Puro Suren, Purworejo, lulus 2005 

b. SMP N 12 Kutoarjo, Purworejo, lulus 2008 

c. SMA N 7 Purworejo, lulus 2011 

d. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2015 

e. Fakultas Syariah dan Hukum Magister Hukum Islam Konsentrasi 

Hukum keluarga, masuk 2015 

2. Pendidikan informal :  

a. Pondok Pesantren Maunah Plaosan Purworejo (2008-2011) 

b. Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede (2011-sekarang) 
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